
MENTERI KEUANGAN 

REPUBLIK 1NDONESIA 

Menimbang 

PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR   69 /PMK.03/2022 

TENTANG 

PAJAK PENGHASILAN DAN PAJAK PERTAMBAHAN NILA! ATAS 

PENYELENGGARAAN TEKNOLOGI FINANSIAL 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

a. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan

kemudahan administrasi dalam pemenuhan kewajiban

perpajakan atas transaksi dalam penyelenggaraan

teknologi finansial, perlu diatur mengenai penunjukan

pemotong Pajak Penghasilan dan pengenaan Pajak

Penghasilan atas penghasilan sehubungan dengan

transaksi layanan pmJam meminjam serta perlakuan

Pajak Pertambahan Nilai atas jasa penyelenggaraan

teknologi finansial;

b. bahwa berdasarkan pertim bangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan

ketentuan Pasal 44E ayat (2) huruf f Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata

Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021

tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, perlu

menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pajak
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya 

dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 30 Maret 2022 

MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

ttd. 

SRI MULYANI INDRAWATI 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 30 Maret 2022 

DIREKTUR JENDERAL 

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

ttd. 

BENNY RIYANTO 

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR  

Salinan sesuai dengan aslinya 
Kepala Biro Umum 

.\ 
1/ 

YAH4l 
i::��199703 1 001 

369



LAMPIRAN 

PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK 

INDONESIA 

NOMOR  69 /PMK.03/2022

TENTANG 

PAJAK PENGHASILAN DAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI 

ATAS PENYELENGGARAAN TEKNOLOGI FINANSIAL 

A. CONTOH PENGHITUNGAN DAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN

PASAL 23/PASAL 26 ATAS BUNGA PINJAMAN YANG DIBAYARKAN

PENERIMA PINJAMAN MELALUI PENYELENGGARA LAYANAN PINJAM

MEMINJAM YANG TERDAFTAR DAN/ATAU BERIZIN PADA OJK

PT A melakukan pinjarnan sebesar Rp50.000.000,00 untuk membiayai 

kebutuhan operasional perusahaan melalui PT B, yang merupakan 

Penyelenggara Layanan Pinjarn Meminjarn dengan status berizin pada 

Otoritas Jasa Keuangan. Pinjarnan PT A dibiayai oleh PT C sebesar 

Rp20.000.000,00 dan Z Ltd (resident Singapura) sebesar Rp 

30.000.000,00. Pinjarnan tersebut harus dilunasi dalarn jangka waktu 24 

bulan. Besaran bunga pinjarnan yang harus dibayar oleh PT A setiap 

bulan sebesar Rpl.000.000,00 (2% per bulan dari total pinjarnan). 

Z Ltd tidak menyerahkan Surat Keterangan Domisili kepada PT B. 

PT B mengenakan biaya administrasi kepada penerima pinjarnan sebesar 

Rp2.000.000,00 dan kepada pemberi pinjarnan sebesar 0, 1 % dari jumlah 

bunga pinjarnan yang dibayarkan kepada pemberi pinjarnan. 

1. PT A tidak melakukan pemotongan Pajak Penghasilan atas

pembayaran bunga pinjarnan kepada pemberi pinjaman yang

dibayarkan melalui PT B.

2. Besaran bunga pinjarnan yang dibayarkan setiap bulan kepada

pemberi pinjarnan:

a. PTC

b. Z Ltd

= 

= 

(20.000.000/50.000.000) x Rpl.000.000,00 

Rp400. 000, 00 

(30.000.000/50.000.000) x Rpl.000.000,00 

= Rp600.000,00 
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